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ABSTRAK 
 

Lion Parcel Yogyakarta adalah perusahaan yang bergerak pada layanan 

jasa pengiriman barang. Dalam akad perjanjian pengiriman barang sering terjadi 

permasalahan dalam hal pelaksanaanya. Dalam hal ini untuk mengetahui 

pelaksanaan akad pada jasa pengiriman barang menggunakan kaidah  hukum 

khiyar bisa dilihat dari khiyar majelis,syarat, dan aib dan dilihat dari  ijārah al-

‘amal yaitu sewa-menyewa jasa atau akad pemindah hak guna atas suatu barang 

dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang atau jasa tersebut. Sewa-menyewa atau upah-mengupah harus ada ijab dan 

kabul baik berupa perkataan maupun pernyataan menunjukkan adanya persetujuan 

antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Banyak kaidah hukum yang 

berkaitan dengan layanan jasa pengiriman barang, khususnya mengenai 

perlindungan konsumen bagi pengguna jasa layanan pengiriman barang terhadap 

kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan barang kiriman. Pada kenyataanya 

dalam menggunakan jasa pengiriman barang sering terjadi permasalahan yang 

dialami sebagian konsumen tehadap kurangnya tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan kepada konsumen mengenai kerusakan, kehilangan, dan 

keterlambatan barang kiriman. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan akad perjanjian menggunakan kaidah fikih 

muamalah ijārah al-‘amal dan bagaimanakah upaya perlindungan konsumen yang 

diberikan pihak Lion Parcel Yogyakarta terhadap pengguna jasa. 

Untuk menjawab pokok permasalahan yang terjadi pada jasa pengiriman 

barang Lion Parcel Yogyakarta, peneliti menggunakan penelitian lapangan. 

Sumber data menggunakan data primer dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan pihak perusahaan Lion Parcel Yogyakarta. Peneliti 

menggunakan metode pendektan normatif, yaitu menkaji permasalaham hukum 

yang berdasarkan perundang-undangan perlindungan konsumen, yaitu Undang-

undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian data 

analisis dianalisa secara deskriptif-kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana pelaksanaan 

akad dan tanggung jawab pihak perusahaan Lion Parcel Yogyakarta terhadap 

konsumen dalam pengiriman barang yang termasuk pada kaidah hukum Islam 

ijārah al-‘amal. Dalam melakukan perjanjian terhadap pengguna jasa untuk 

mengirimkan barang sudah sesuai dengan hukum Islam dalam melakukan 

tanggung jawab untuk mengantarkan barang sesuai dengan perjanjian akad yang 

sudah disepakati. Secara hukum perlindungan konsumen atas kerusakan, 

kehilangan, dan keterlambatan barang yang mengakibatkan kerugian kepada 

konsumen sejauh ini belum sesuai dengan perundang-undangan. Pihak Lion 

Parcel yogyakarta sejauh ini sudah memberikan pertanggung jawaban atas 

kerugian yang dialami pengguna jasa dengan mengganti kerugian 10x ongkos 

kirim. 

 

Kata kunci: Jasa pengiriman barang, akad ijārah al-‘amal, perlindungan 

konsumen
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ABSTRACT 
 

Lion Parcel Yogyakarta is a company engaged in freight forwarding 

services. In the contract of delivery of goods, problems often occur in terms of 

implementation. In this case, to find out the implementation of the contract on the 

delivery service of goods using therules ijārah al-'amal, namely the rental of 

services or the contract of transferring use rights to an item with rental payments 

without being followed by the transfer of ownership of the goods or services. 

Leases or wages must have consent and acceptance in the form of words or 

statements indicating an agreement between the two parties in carrying out 

transactions. There are many legal rules related to goods delivery services, 

especially regarding consumer protection for users of goods delivery services 

against loss, damage, and delay of shipments. In fact, in using goods delivery 

services, there are often problems experienced by some consumers against the 

lack of responsibility given by the company to consumers regarding damage, loss, 

and delays in shipments. The purpose of this study is to find out how the 

implementation of the contract agreement uses the rules of fiqh muamalah ijārah 

al-'amal and how consumer protection efforts are given by Lion Parcel 

Yogyakarta to service users.  

To answer the main problems that occur in Lion Parcel Yogyakarta freight 

forwarding services, researchers use field research. Sources of data using primary 

data with the method of interview, observation and documentation with the 

company Lion Parcel Yogyakarta. The researcher uses a normative approach, 

namely examining legal issues based on consumer protection legislation, namely 

Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Then the data analysis 

was analyzed descriptively-qualitatively.  

Based on the results of this study, it can be seen how the implementation 

of the contract and responsibility of the Yogyakarta Lion Parcel company to 

consumers in shipping goods which are included in the Islamic legal rules of 

ijārah al-'amal. In making an agreement for service users to deliver goods, it is in 

accordance with Islamic law in carrying out the responsibility to deliver goods in 

accordance with the agreed contract agreement. Legally, consumer protection for 

damage, loss, and delay of goods resulting in loss to consumers has so far not 

been in accordance with the legislation. So far, Lion Parcel Yogyakarta has 

provided responsibility for the losses suffered by service users by compensating 

for 10x shipping costs. 

 

Keywords: Goods delivery service,contract ijārah al-'amal, consumer 

protection 
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MOTTO 
 

Berikan yang terbaik apapun yang kamu bisa. Tak perlu harus 

sempurna, karena apapun yang membuatmu berbeda, itu yang 

menjadikanmu istimewa. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  â‟    a (dengan titik di bawah)  ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 ain ...„... koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h. 

ءالأوليا كرامة  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

الفطر زكاة  Ditulis Zakâh al-fiţri 

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa‘ala 

 ـِ

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ

 يذهب

Dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya‟ mati 

 تنسى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafsîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis 

Û 

U  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya‟ mati 

حيليالز  

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

a - u ail  

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

شكرتم لئن  Ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

سالشم  Ditulis Asy-Syams 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

الفروض ذوي  Ditulis Żaw  al-Fur   

السنة أهل  Ditulis Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUHAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan umum pada jasa pengiriman barang sangat banyak diminati berbagai 

kalangan konsumen, dalam pelayanan umum permasalahan sering terjadi. 

Mengingat kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah 

menjadikan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam 

bermasyarakat. Sehingga peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk 

melakukan suatu tindakan sehingga bisa menjadi pedoman dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagaimana yang terjadi diera 

sekarang kebutuhan masyarakat dalam perekonomian semangkin meningkat 

berupa kebutuhan pada sektor perdagangan atau sektor yang lainya. Dimana 

jasa layanan pengiriman barang sangat berpengaruh pada era sekarang, 

sehingga peranan layanan pengiriman barang sangat penting dengan keadaan 

yang terjadi pada saat ini. 

Jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi kini semakin diminati setiap 

harinya oleh kalangan masyarakat Indonesia, terutama pada zaman yang 

canggih seperti ini. Kemajuan teknologi cenderung membuat masyarakat 

menyukai segala sesuatu yang praktis. Terlebih dalam hal mengirimkan 

baranng yang menyangkut keterjangkauan wilayah. Jasa pengiriman barang 

juga dirasa sangat efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa manusia 

merupakan mahluk yang mempunyai berbagai keperluan untuk memenuhi 



2 

 

kebutuhan sehari-hari. Dimana dalam pemenuhan yang beragam tidak dapat 

dikerjakan sendiri dalam individu. Seorang muslim akan yakin kepada Allah 

akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.
1
 

Pada dasarnya kegiatan transaksi seperti layanan jasa pengiriman 

barang masuk dalam prinsip-prinsip muamalah yaitu hubungan antara sesama 

manusia dalam segala bidang salah satunya bidang ekonomi.
2
 Muamalah bisa 

juga diartikan sebagai kegiatan yang mengambarkan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.
3
 

Muamalah juga bisa jadi pedoman dalam melakukan sewa-menyewa, upah 

mengupah antara kedua belah pihak. 

Dalam jasa pengiriman barang termasuk dalam akad ijarah yang bisa 

diartikan atas manfaat yang diperbolehkan penggunaanya dengan jelas dan 

mempunyai tujuan dan maksud yang memungkinkan untuk diberikan dengan 

tidak mengurangi nilai barang yang di pinjam, dengan pengganti (upah) yang 

jelas atas pekerjaan yang sudah terselesaikan.
4
 Pada dasarnya akad ijarah 

merupakan akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaanya dengan jelas 

dan mempunyai tujuan dan maksud yang memungkinkan untuk diberikan 

dengan tidak mengurangi nilai barang yang di pinjam, dengan pengganti (upah) 

yang jelas. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 

                                                           
1
 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 167. 

2
 Ahmad Wardi Mushlic, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2. 

3
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah  (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), hlm. 7. 

4
 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm.168. 
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yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.
5
 Jasa 

pengiriman barang bisa disebut juga dengan al-ijārah al-‘amal yakni sewa-

menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa.
6
 Sedangkan menurut Hamzah 

Ya‟qub bahwa para fuqaha merumuskan rukun sewa-menyewa atau upah-

mengupah itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan kabul baik dalam bentuk 

perkataan maupun pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan kepada 

pihak yang melakukan transaksi.
7
 

Salah satu akad perjanjian pada jasa layanan pengiriman barang oleh 

perusahaan Lion Parcel Cabang Janti Yogyakarta dan konsumen disini 

termasuk perjanjian melakukan jasa. Dalam hukum  khiyar mengenai akad 

perjanjian melakukan jasa adalah perjanjian dimana pihak perusahaan layanan 

jasa pengiriman barang dengan pihak pengguna jasa dengan kesepakatan akad 

yang sudah disetujui sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan, dimana pihak 

konsumen membayar jasa berupa upah mengupah atas jasa yang sudah 

diberikan kepada perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. 

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang bergerak pada jasa 

layanan pengiriman yang dipercaya memiliki kualitas mempuni yang bisa 

dihandalkan konsumen dengan berbagai bentuk layanan yang sudah diberikan 

pihak perusahaan yang bergerak pada layanan jasa pengiriman barang yang 

memudahkan konsumen untuk memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhan. 

                                                           
5

 Gufron A. Mas‟adi, Fiqih Muamalah Kontekstual  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2002), hlm. 181. 

6
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 29. 

7
 Hamzah Ya‟qub, Kode Etika Dagang Islam (Bandung: Diponegoro Bandung, 1999), 

hlm. 332. 
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Semakin berkembangnya teknologi permintaan jasa layanan pengiriman 

semakin meningkat. Kemajuan dan kelancaran dalam pengangkutan barang 

akan menunjang pelaksanaan pembanggunan berupa berbagai kebutuhan, 

sektor industri, perdaganggan, pariwisata dan pendidikan.
8
 

Salah satu jasa pengiriman yang diminati adalah perusahaan Lion 

Parcel Cabang Yogyakarta yang didirikan pada tahun 2013 dimana pihak 

perusahaan mempunyai layanan pengiriman domestik maupun Internasional 

yang didukung oleh jaringan dan infastruktur Lion Group salah satu 

transportasi maskapai penerbangan terbesar.
9
 Mengingat saat ini kebutuhan 

akan jasa pengiriman barang sangat penting sehingga perusahaan Lion Parcel 

Cabang Janti Yogyakarta pihak perusahan memberikan pelayanan kepada 

konsumen yang terbaik. Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan ada 

beberapa hal yang kurang memuaskan bagi para pengguna jasa. Adapun hal 

yang kurang memuaskan yang dialami para pengguna jasa dikarenakan 

banyaknya hal-hal yang terjadi saat ini pada jasa pengiriman barang 

diantaranya adalah adanya kerusakan barang, hilangnya barang kiriman, dan 

keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan akad perjanjian 

diawal dengan bukti surat resi (pembayaran) yang diberikan kepada konsumen. 

Sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Alasan mengambil 

mengambil lokasi penelitian di Lion Parcel Cabang Yogyakarta diantaranya 

untuk mengetahui akad perjanjian dan perlindungan bagi konsumen sudah 

                                                           
8
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga  (Bandar Lampung: Citra Aditya 

Bakti, 2013),  hlm. 89. 

9
 Profil dan Riwayat Lion Parcel, http://Lionparcel.com, akses  05 Oktober 2021. 

http://lionparcel.com/
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sesuai apa belum sesuai mengenai permasalahan-permasalahan yang sering 

terjadi diantaranya bagaimana pelaksanaan akad perjanjian terhadap 

permasalahan keterlambatan, kerusakan, dan keterlambatan pengiriman barang 

dan bagaimana cara konsumen mengajukan klaim asuransi terhadap barangnya. 

Konsumen bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum dengan cara 

penggantian ganti rugi barang kirimanya. 

Mengingat pihak perusahaan Lion Parcel Cabang Janti Yogyakarta 

yang bergerak dalam jasa pengiriman barang terdapat faktor-faktor penting 

yang patut diperhatikan yaitu kepercayaan bagi pengguna jasa dikarenakan 

para pengguna jasa menginginkan pelayanan yang terbaik. Hal itu berhubungan 

erat dengan tanggung jawab yang diberikan pihak perusahaan kepada 

konsumen yang mengajukan klaim asuransi terkait ganti rugi yang sudah 

diberikan sebelumnya kepada konsumen. Dalam hal terjadi kerugian, 

konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban 

untuk memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang diterima oleh 

konsumen. Namun pada kenyataanya tidak semua konsumen yang dirugikan 

mendapatkan pertanggung jawaban yang sesuai dengan keugian yang dialami 

para konsumen. 

Pada kenyataanya para pengguna jasa atau para pihak konsumen dalam 

mengirimkan barang pada layanan jasa pengiriman barang kerap kali 

mengabaikan hak-hak yang dimilikinya dan kurangnya pemahaman mengenai 

prosedur komplain yang sudah diberikan pihak perusahaan. Kurangnya 

pemahaman terhadap prosedur yang sudah diberikan kebanyakan konsumen 



6 

 

enggan untuk memperjuangkan hak-haknya. Pada kesempatan yang sudah 

diberikan pihak perusahaan seharusnya pengguna jasa mengajukan komplain 

atas barang yang rusak atau hilang kepada pihak penyedia jasa. Karena antara 

perusahaan penyedia jasa dan pengguna jasa memiliki hubungan hukum yang 

lahir dari akad perjanjian keduabelah pihak. 

Setiap perusahaan layanan jasa pengiriman barang sudah memberikan 

asuransi kepada pengguna jasa atas barang hilang atau rusak. Perusahaan Lion 

Parcel Yogyakarta sudah menawarkan bagi barang yang mempunyai nilai 

harga tinggi sebelum melakukan pengiriman. Jika barang atau dokumen yang 

diasuransikan, maka maka akan dikenakan biaya asuransi sebesar 0,25% dari 

harga barang. Contoh simulasi harga barang sebesar Rp. 5.000.000 maka biaya 

asuransi sebesar Rp.12.500 (dua belas ribu limaratus) biaya administrasi sesuai 

ketentuan klaim barang kiriman. 

Proses dan ketentuan klaim pengiriman barang diperusahaan Lion 

Parcel Yogyakarta terdapat klaim yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu 

proses pengiriman barang. Dalam proses klaim terdapat persyaratan dokumen 

yang harus dipenuhi. Prosedur dan syarat cara klaim asuransi perusahaan Lion 

Parcel meliputi beberapa persyaratan wajib yang diserahkan saat mengajukan 

klaim ke pihak karyawan perusahaan. Prosedur klaim ini dilakukan dengan 

persyaratan yang sudah diberikan oleh perusahaan untuk mengajukan klaim. 

Di satu sisi pada dasarnya pelaksanaan akad perjanjian pengiriman 

barang tidak dilakukan diatas suatu perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan akad 

perjanjian pengiriman barang dalam hukum didasarkan kepada dokumen 
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pengiriman yang didalamnya menerangkan tujuan pengiriman, nama penerima, 

alamat yang sedang dituju serta biaya pengriman dan asuransi. Apabila terjadi 

permasalahan dikemudian hari maka bisa diajukan sebagai bukti seperti 

dokumen-dokumen tersebut dikarenakan hubungan antara penyedia jasa dan 

pengguna jasa diikat dengan akad perjanjian. 

Bentuk tanggung jawab perusahaan yang bergerak dijasa layanan 

pengiriman barang kepada konsumen sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-

undang Perlindungan Konsumen. Dalam penerapanya pihak perusahaan tidak 

memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang sedang dialami para 

pihak konsumen. Kerap kali pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak 

dijasa layanan pengiriman barang melimpahakan kesalahan kepada pengguna 

jasa dikarenakan barang yang dikemas oleh pihak konsumen tidak sesuai 

standar pengiriman barang dengan alasan bahwa barang yang dikirim sudah 

mengalami kerusakan saat sebelum dikirim ke pihak penyedia jasa layanan 

pengiriman mengakibatkan barang tersebut mengalami kerusakan. Hal ini yang 

menjadi kelemahan bagi para konsumen dikarenakan pelaku usaha pengiriman 

barang enggan bertanggung jawab dengan alasan paket barang yang mau 

dikirim oleh konsumen terjadi kerusakan saat pengemasan.  

Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, para konsumen perlu 

mendapatkan perlindungan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen 

berada pada posisi yang lemah dalam menanggani masalah hukum. Oleh 

karena itu, konsumen atau pengguna jasa haruslah dilindungi. Melihat keadaan 

tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan atas hak-hak bagi konsumen 
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melalui Undang-undang untuk melindungi konsumen dalam melakukan 

pengiriman barang kepada pelaku jasa atas kerusakan barang atau hilangnya 

barang. Hal ini termuat dalam Undang-undang perlindungan konsumen No 8 

Tahun 1999 tentang perlindumgan konsumen yang mengatur secara jelas apa 

yang menjadi hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha yang 

sama-sama harus di penuhi, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berisi asas-asas 

dan kaidah yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam hubungan 

dan masalah penyediaan serta penggunaan produk konsumen dalam kehidupan 

masyarakat.
10

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan alasan akad perjanjian dan tanggung jawab dalam 

permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap pelaku usaha dan pengguna 

jasa pada perusahaan Lion Parcel Yogyakarta yang bergerak di jasa layanan 

pengiriman barang. Dalam jasa pengiriman terdapat permasalahan antara 

penyedia jasa dan pengguna jasa dengan tidak sesuai apa yang sudah disepakati 

diawal perjanjian. Permasalahan yang sering terjadi yaitu keterlambatan 

penggiriman barang yang berdampak pada kerugian konsumen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil 

beberapa rumusan masalah di antaranya: 
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 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), hlm. 24. 
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1. Bagaimana pelaksanaan akad dan perlindungan konsumen pada jasa layanan 

pengiriman barang di Lion Parcel Cabang Janti  Yogyakarta? 

2. Bagaimana kewajiban tanggung jawab mengenai perlindungan konsumen 

pada perusahaan jasa layanan pengiriman barang di Lion Parcel Cabang 

Janti Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan beberapa tujuan 

dari penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk menganalisis akad pelaku jasa dan pengguna jasa pengiriman 

barang Lion Parcel Yogyakarta. 

b. Untuk menganalisis perlindungan konsumen kewajiban tanggung jawab 

bagi pengguna jasa pengiriman barang atas hilang dan rusaknya barang 

kiriman diperusahaan jasa layanan pengiriman Lion Parcel Yogyakarta. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, dan memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

pelaksanaan akad jasa pengiriman barang lewat Lion Parcel Yogyakarta 

terutama untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran hukum Islam dibidang muamalat 

khususnya yang berkaitan dengan masalah jasa pengiriman. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan serta acuan bagi 

akademisi terutama untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah 

yang pernah ada sebelumnya, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya 

kesamaan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai 

beriku. 

Pertama, Sumarni dalam penelitiannya yang berjudul, “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa 

Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online pada Perusahaan J&T di Kota 

Makasar”. Penelitian ini membahas tentanng bagaimana cara mengetahui akad  

pada jasa pengiriman barang pada perusahaan J&T di Kota Makasar. Selain itu 

penulis juga menyimpulkan bahwa akad pada jasa pengiriman barang di J&T 

di Kota makasar menyediakan jasa sewa-menyewa. Akad ijarah pada pihak 

perusahaan jasa pengiriman barang dengan pihak pelaku usaha sudah 

memenuhi syarat hukum Islam. Karena dalam praktiknya telah memenuhi 

rukun dan syarat jual beli.
11
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 Sumarni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan 

Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online. (Studi kasus di J&T di Kota Makasar),” skripsi, 

Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makasar, 

2020. 
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Kedua, Rizki Mukarromah dalam penelitian ini yang berjudul, 

“Implementasi Akad Ijarah Jasa layanan Tukang Kurir Purwosari dalam 

Prespektif Kemaslahatan (Studi Kasus di Purwosari Pasuruan)”. Penelitian ini 

membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad ijarah pada jasa layanan 

tukang kurir purwosari untuk mengetahui implementasi akad ijarah dalam 

prespektif kemaslahatan. Dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian 

lapangan  dengan metode pengumpulan data dan wawancara dan studi 

dokumen. Hasil dari penelitian yang di angkat peneliti menyimpulkan bahwa  

dalam pelaksanaan akad ijarah telah sesuai dengan perjanjian yang ada. Dalam 

pelaksanaan dan perjanjian upah maka dikatakan muslahah dan tidak ada yang 

di rugikan.
12

 

Ketiga, penelitian milik Ahmad Bahrudin yang berjudul, “Analisis 

Penerapan Akad Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos 

Indonesia (Studi Kosppi Bandung)”. Dalam penelitian ini membahas tentang 

pemiyayaan menggunakan akad ijarah yaitu pembiyayaan atas dasar prinsip 

jasa, untuk di salurkan untuk disalurkan diberbagai jenis kebutuhan seperti 

pembayaran biaya pendidikan, pengobatan, sewa tempat, dan lain-lain. Penulis 

ingin mengetahui pembiayaan pada akad ijarah, maka pembiayaan dan prinsip-

prinsip pada akad ijarah. Pada pembiayaan akad ijarah ini, pihak KOSPPI 

menyerahkan keputusan pencarian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan 

antara penyewa dan pembeli. Bank mendapatkan keuntungan dari ujrah yang 
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 Rizki Mukarramah, “Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari 

dalam Prespektif Kemaslahatan,” skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana 

Ibrahim Malang, 2017. 
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disepakati antara Bank dan nasabah. Sedangkan nasabah mendapatkan dana 

untuk membayar kebutuhan.
13

 

Keempat, penelitian milik Fitrotut Daiyah yang berjudul, “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk 

Pembiayaan Multibarang (Studi Kasus di BMT Anda Salatiga)”. Dalam 

penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk 

pembiayaan multibarang di BMT Salatiga. Pelaksanaan akad yang murabahah 

pada BMT Salatiga menggunakan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama 

adalah pengajuan, permohonan dan negosiasi, proses pembelian barang, proses 

akad. Mekanisme yang kedua pelaksanaan akad murabahah pada produk 

pembiayaan multibarang di BMT Salatiga belum memenuhi ketentuan syariah. 

Yaitu pada objek akad pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki BMT 

Salatiga sebagai pihak menjual. Objek akad tidak di ketahui secara jelas, yaitu 

berkaitan dengan adanya tambahan akad wakalah. BMT mewakilkan uangnya 

kepada anggota untuk membeli barang.
14

  

Kelima, penelitian ini milik Sarah Irfanti Nasution yang berjudul, 

“Sikap Pelanggan Terhadap Jasa Pengiriman Barang (Studi Deskriptif tentang 

Sikap Pelanggan terhadap Produk Jasa Pengiriman Barang TIKI di CV Titipan 

Kilat Medan)”.  Menjelaskan bahwa unsur dalam jasa pengiriman barang  

perusahaan TIKI yang mempengaruhi sikap pelanggan memilih suatu jasa 

                                                           
13

 Ahmad Pahrudin, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi 

Jasa Keuangan Syaraih Pekerja Pos Indonesia (Studi Kasus di Jakarta),” skripsi, Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. 

14
 Fitrotut Daiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan  Akad Murabahah pada 

Produk Pembiayaan Multibarang (Studi Kasus Di BMT Anda Salatiga),”  skripsi, Fakultas Syariah 

IAIN Salatiga, 2015. 
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pengiriman barang, dalam penelitian ini adalah jangkauan pelayanan dan 

kualitas pelayanan jasa pengiriman barang TIKI. Dalam skripsi yang disusun  

peneliti membahas mengenai bagaimana tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan layanan pengiriman barang terhadap layanan kepada konsumen 

mengenai kerusakan maupun kehilangan barang. 
15

 

Keenam, penelitian ini milik Novita Kharin Widistasari yang berjudul, 

“Perlindungan Hukum terhadap  Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang 

di Tinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pada PT. Pos Indonesia Cabang Solo”. Peneliti menjelaskan 

mengenai jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia terhadap pelayanan yang 

diberikan kepada pengguna jasa. Jasa pengiriman barang sudah menjadi sarana 

pengiriman barang oleh semua kalangan dari masyarakat maupun perusahaan. 

Peneliti menemukan beberapa faktor yang terjadi pada layanan jasa pengiriman 

barang yang dimana sering terjadi keterlambatan, kerusakan, dan 

keterlambatan barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia cabang Solo. 

Peneliti juga membahas mengenai perlindungan konsumen yang kasusnya 

kerusakan dan keterlambatan barang.
16

 

Ketuju, penelitian ini milik Andi Riyanto yang berjudul, “Perlindungan 

Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas Hilangnya Barang Kiriman 

                                                           
15

 Sarah Irfanti Nasution, “Sikap Pelanggan terhadap Jasa Pengiriman Barang (Studi 

Deskriptif Tentang Sikap Pelanggan terhadap Produk Jasa Pengiriman Barang TIKI di CV Titipan 

Kilat Jl. Brigjen Katamso No. 27 C Medan),” Skripsi, Fakultas Ilmu Soasial dan Ilmu Politik 

Universitas Sumatra Utara, 2010. 

16
 Novita Kharin Widistasari, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa 

Pengiriman Barang di Tinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen PT. Pos Indonesia Cabang Solo,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.  
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(Studi Kasus TIKI Cabang Yogyakarta)”. Peneliti menjelaskan upaya yang 

diberikan pihak TIKI terhadap perlindungan konsumen atsa hilangnya barang 

kiriman. Perlindungan yang diberikan pihak perusahaan dengan cara 

penyelesaian sengketa dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

Penelitian yang dilakukan dengan melibatkan Lembaga Konsumen 

Yogyakarta.
17

 

Kedelapan, penelitian ini milik Deni Eka Putra yang berjudul, 

“Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Surat dan Barang 

pada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Padang”. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa bentuk perlindungan yang diberikan pihak perusahaan PT. Pos 

Indonesia adalah kerahasiaan isi surat/dokumen, ketepatan waktu pengiriman, 

perlindungan ketika terjadi keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang. 

Dalam melakukan komplain kepada perusahaan atas kerusakan barang terdapat 

asuransi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dengan melalui musyawwarah 

dan melalui jalur pengadilan.tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan 

PT. Pos Indonesia dengan 2x ongkos kirim. Oleh sebab itu pihak konsumen 

merasa keberatan atas tanggung jawab yang sudah diberikan pihak 

perusahaan.
18

 

Kesembilan, penelitian ini milik Dio Dharmawan yang berjudul, 

“Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jasa Pengiriman Barang 
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 Andi Riyanto, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas 

Hilangnya Barang Kiriman,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

18
 Dani Eka Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Surat dan 

Barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang, 2011. 
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(Studi Kasus PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Sawangan Kota Depok)”. 

Penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan utama adalah bagaimana 

prosedur dalam melakukan perjanjian pengiriman barang dan jasa yang 

dilakukan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir sera proses pertanggung 

jawaban dan ganti rugi terhadap pengiriman barang. Tanggung jawab dan ganti 

rugi sudah tertara dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
19

 

Kesepuluh, penelitian ini milik Muhammad Shofwan yang berjudul, 

“Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman Barang Prespektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini berfokus pada masalah 

keterlambatan sampainya pengiriman barang. Terdapat berbagai rumusan 

masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas 

keterlambatan barang oleh PT. JNE Bandar Lampung. Adapun tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

pihak perusahaan dengan memahami prespektif  hukum Islam dan hukum 

positif.
20

 

 

E. Krangka teori 

1. Akad (perjanjian) 

Akad bersal dari bahasa Arab Al-„aqd secara etimologi yang berarti 

perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara termiologi fiqih, akad dapat 

                                                           
19

 Dio Dharmawan, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jasa Pengiriman 

Barang (Studi Kasus PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Bedahan Sawangan Kota Depok,” 

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. 

20
 Muhammad Shofwan, “Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman 

Barang Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Raden 

Intan Lampung, 2020. 
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didefinisikan dengan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak 

syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. 
21

 

Secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala 

sesuatu yang di kerjakan manusia baik bersumber dari keinginan pribadi 

seperti sewa-menyewa atau jual-beli. Akad secara khusus adalah pertalian 

ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan 

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu 

perikatan. 

Rukun dan syarat akad Terdapat perbedaan di kalangan fuqaha 

berkenan dengan rukun akad menurut jumhur fuqaha akad terdiri atas  

a. ‘Ᾱqid yaitu orang yang berakad.  

b. Ma‘qūd ‘alaih yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti akad sewa-

menyewa. 

c. Maud{ū‘ al-‘aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. 

d. S{īgah al-‘aqd yang terdiri dari ijab dan kabul.
22

 

Hal terpenting  dalam  ijab dan kabul adalah suatu perbuatan atau 

pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam akad antara dua 

orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak 

berdasarkan syaraa‟. Oleh karena itu ijab dan kabul terdapat beberapa syarat 

yang harus di penuhi. Ulama Fikih menuliskannya sebagai berikut: 

a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. 
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b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. 

c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua pihak, 

tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan. 

d. Menggambarkan kesungguhan kemauan antara pihak yang bersangkutan, 

tidak ada unsur paksaan atau ancaman. 

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang di tentukan syara‟ 

yang wajib di sempurnakan, syarat-syarat akad dibagi menjadi dua macam 

yaitu: 

a. Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu: 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

3) Akad itu diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai 

hak melakukanya, walaupun dia bukan yang memiliki barang. 

4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟ dalam ketentuan 

hukum Islam. 

5) Akad yang memberikan faedah. 

6) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang 

berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal.
23

 

b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu: syarat-syarat yang wujudnya wajib 

ada dalam sebagian akad. Secara khusus ini juga disebut sebagai Id{āfi 

(tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.
24
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2. Hukum khiyar  

Pengertian khiyar suatu hak untuk menentukan antara meneruskan akad 

atau membatalkan akad. Hukum khiyar yakni mubah bagi penyedia jasa 

dan pengguna jasa dengan cara membuat kesepakatan terhadap kedua 

belah pihak. 

Rukun dan syarat khiyar 

1) Pelaku transaksi. 

2) Adanya barang yang di khiyarkan. 

3) Adanya alat pembayaran. 

4) Jelas. 

Macam-macam hukum khiyar 

1) Khiyar Majlis yaitu tempat yang dijadikan berlangsungnya akad. 

2) Khiyar Syarat yaitu mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat 

dalam akadnya atau setelaah akad. 

3) Khiyar at-Ta’yin yaitu hak pilih bagi konsumen dalam menentukan  

barang yang menjadi objek akad. 

4) Khiyar Tadlis yaitu khiyar yang mengandung unsur penipuan. 

5) Khiyar ‘aib (cacat) yaitu adanya cacat terhadap barang.
25

 

3. Ijārah al-‘amal 

Pengertian ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran 

manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sewa 

menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual 
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jasa atas teanga yang diberikan. Terdapat nama khusus dalam ijarah yang 

sifatnya memperkerjakan seseorang atas jasa yang diberikan yang dikenal 

dengan  istilah ijārah al-‘amal yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan 

seseorang. 

1) Rukun dan syarat ijārah al-‘amal. 

a) Orang yang berakad 

orang menyewakan atau memberi upah di sebut mu‘jir dan orang 

yang menyewa sesuatu atau menerima upah karena melakukan 

sesuatu disebut musta‘jir. Untuk mencegah adanya perselisihan atau 

kesalah fahaman orang yang sedang melakukan akad ijarah. 

b) Ijab dan kabul 

Sebagai penjelasan kedua belah pihak yang melangsungkan akad. 

Akad sah apabila adanya ijab dan kabul, baik dalam bentuk 

perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya 

kesepakatan. Pihak pertama mengungkapkan permulaan yang di 

sebut ijab, kabul ialah pihak kedua menyataan penerimaan.
26

 

c) Upah-menggupah 

Pengupahan harus jelas supaya menghindar dari keburukan. Makruh 

hukumnya memperkejakan seorang sebelum terjadi kesepakatan 

tentang pengupahanya.
27
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d) Objek 

Bagian yang hendak disewakan ataupun pekerjaan yang akan 

dikerjakan. 

4. Perlindunga konsumen 

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna jasa 

untuk tujan tertentu. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa 

pengertian konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang 

diserahkan pada pelaku usaha.
28

 Pengertian konsumen terdapat dalam 

ketentuan umum UUPK pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang 

pelaku jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

perorangan, keluarga, maupun orang lain dan tidak diperdagangkan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud konsumen adalah para 

pengguna jasa baik perorangan maupun pembisnis yang mengadukan 

adanya kerusakan barang atau kehilangan barang kiriman mereka. Tidak 

sedikit pengguna jasa yang dirugikan oleh penyedia jasa layanan 

pengiriman barang. Padahal konsumen sudah dilindungi hak-haknya dalam 

UUPK. Lahirnya UUPK memberikan penjelasan mengenai apa saja yang 

menjadi hak-hak konsumen yang sudah tercantum dalam pasal 4, 

diantaranya adalah: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

menggunakan jasa. 

2. Hak untuk memilih jasa sesuai dengan kondisi jaminan barang. 
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3. Hak untuk didengar keluhan atas jasa dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang. 

4. Hak atas informasi yang jelas. 

5. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur. 

6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainya. 

Penyedia jasa yang penggunaanya tidak memberikan kenyamanan, 

terlebih lagi tidak aman dan membahayakan keselamatan barang 

konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.
29

 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya 

memenuhi kebutuhanya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu 

sendiri.
30

 Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan: 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindung kepada konsumen. 

Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen 

yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan 

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
31
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti segala kegiatan kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan ini sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mana 

penulis memperoleh data penelitian lansung dilapangan. Adapun lokasi atau 

tempat yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah pelaku jasa dan 

perlindungan konsumen pengiriman barang Lion Parcel Cabang Janti 

Yogyakarta. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

aslinya, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.
32

 Data yang diperoleh 

secara langsung dengan sumbernya yang berupa wawancara dengan 

pengguna jasa dan pihak perusahaan jasa layanan pengiriman barang. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, yaitu berupa 

analisis buku-buku referensi, makalah, jurnal dan wabsite dan tulisan-

tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
33
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Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat 

secara yurudis dan berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam 

hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasalahan 

yang dikaji adalah Undang-undang No. 8 tentang perlindungan konsumen 

dan akad jasa. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang sifatnya 

menjelaskan bahan baku primer, berupa buku-buku refrensi, makalah, 

jurnal, wabsite yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.  

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut: 

a. Observasi yaitu melakukan dengan mengamati objek secara langsung, 

mengenai akad (perjanjian) dan perlindungan konsumen antara pengguna 

jasa dan pelaku usaha jasa layanan pengiriman barang Lion Parcel 

Cabang Janti di Yogyakarta. 

b. Interview (wawancara) yaitu, dengan cara pengumpulan data dengan 

tanya jawab dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.
34

 

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Lion Parcel Cabang Janti 

Yogyakarta dengan Bapak Andi selaku supervisior, Ibu Maria selaku 

supervisior, Bapak Udin selaku kustomer servis. Peneliti juga melakukan 

wawancara dengan konsumen yang mengalami kerugian dalam 

pelayanan jasa pengiriman barang, diantaranya Saudara Hengki Sandika 

dan Saudari Riska selaku konsumen Lion Parcel Cabang Janti 

Yogyakarta. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan atau karya-

karya yang monumental.
35

 Dokumentasi berguna untuk melengkapi data 

yang didapatkan. Peneliti sudah melakukan dokumentasi seperti foto 

bersama pihak Lion Parcel Cabang Jant Yogyakarta dan aktivitas yang 

dilakukan pihak Lion Parcel Cabang Janti Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

pendekatan secara yuridis normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah 

yang diteliti dengan melihat bagaimanakah pelaksanaan akad perjanjian dan 

perlindungan konsumen jasa layanan pengiriman barang Lion Parcel 

Yogyakarta menurut tinjauan hukum Islam konsep ijārah al-‘amal sudah 

dijelaskan mengenai jasa untuk mendapatkan imbalan dengan melakukan 

pekerjaan dengan baik. Metode penelitian yuridis dilakukan dengan 

mengakji dan menganalisis bahan literatur pustaka atau data sekunder yang 

berupa bahan baku primer meliputi peraturan perundang-undangan No. 8 

Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen pada jasa pengiriman barang 

Lion Parcel Yogyakarta. 

4. Metode Analisis data 

Setelah data terkumpul lengkap, selanjutnya penulis akan menganalisis serta 

megambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk 

menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data 
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yang tersusun dan teratur secara rapi. Adapun metode yang digunakan 

adalah deskriktif analitik kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang 

berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak dari 

pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang lebih 

khusus. Serta menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari fakta-

fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulannya 

yang bersifat umum.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi, maka penyusun 

mengkategorikan susunan sebagai berikut: 

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang  

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, pertama  membahas mengenai dasar akad, yang meliputi: 

pengertian akad, rukun dan syarat akad, dasar hukum akad, pengertian hukum 

khiyar, macam-macam khiyar, pengertian ijārah al-‘amal, rukun dan syarat 

ijārah al-‘amal, dasar hukum ijarah, pengertian Konsumen, pengertian 

Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Perlindungan konsumen, Hak dan 

Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha. 

Bab III, membahas mengenai sejarah berdirinya perusahaan layanan 

jasa pengiriman barang Lion Parcel Yogyakarta, visi dan misi perusahaan, 

macam-macam  layanan yang ada di perusahaan Lion Parcel Yogyakarta, 
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asuransi barang, tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen mengenai 

klaim barang. 

Bab IV berisi tentang analisis pelaksanaan akad dan Perlindungan 

Konsumen atas kerusakan barang pengguna jasa pada perusahaan layanan jasa 

Pengiriman baran di perusahaan Lion Parcel  Yogyakarta. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat 

jawaban-jawaban serta saran-saran berdasarkan dari hasil penelitian sebagai 

sumbangsih terhadap permasalahan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap bentuk akad perjanjian dan hukum 

perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab yang dilakukan pihak 

perusahaan terhadap konsumen yang dirugikan. Berdasarkan analisis 

permasalahan yang terjadi pada Lion Parcel Yogyakarta terhadap konsumen 

terhadap data-data yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Melihat bentuk dari akad perjanjian dan transaksi yang dilakukan pihak Lion 

Parcel Yogyakarta dan pengguna jasa dilihat dari akad perjanjian bisa 

dikatakan batal tidaknya akad dilihat dari hukum khiyar. Jasa pengiriman 

barang  termasuk dalam akad ijārah al-‘amal yang dimana pada 

kenyataanya perjanjian yang dilakukan pihak penyedia jasa dan pengguna 

jasa tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan antara pihak 

penyedia jasa dan pengguna jasa dilakukan secara tertulis yang menjadi 

tanda bukti transaksi (resi) pembayaran yang dipegang konsumen. Di dalam 

resi sudah termuat SSP mengenai segala ketentuan untuk penyedia jasa 

maupun pengguna jasa.  

2. Perlindungan konsumen yang diberikan pihak Lion Parcel Yogyakarta 

terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas keterlambatan barang 

kiriman yang diakibatkan pihak penyedia jasa yang menjadikan konsumen 

merasa dirugikan dan tidak sesuai yang diharapkan pada saat perjanjian awal 

tersebut. konsumen secara penuh belum mendapatkan hak-haknya yang 
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sesuai dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak Lion 

Parcel hanya menlindungi konsumen yang sesuai dengan syarat dan 

prosedur yang diberikan pihak perusahaan. 

Pihak Lion Parcel Yogyakarta sudah memberikan tanggung jawab 

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diterapkan pihak Lion Parcel 

Yogyakarta dalam memenuhi tanggung jawab yang diajukan pihak konsumen 

terkait ganti rugi. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak Lion Parcel 

kurang sesuai menurut hukum Islam dikarenakan pemenuhan tanggung jawab 

yang diberikan pihak Lion Parcel tidak sepenuhnya diberikan dengan hanya 

mengganti sebagian atas kerugian yang dialami pihak konsumen. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahan mengenai permasalahan yang terjadi pada jasa 

pengiriman barang, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang 

mungkin dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan bagi penyedia jasa 

pengiriman barang. 

1. Kapada pihak yang melangsungkan akad terutama pihak penyedia jasa dan 

pengguna jasa hendaklah memenuhi seala kewajiban dalam melakukan akad 

transaksi dan memberikan hak-hak kepada konsumen terhadap kesepakatan 

yang telah disepakati sebagaimana yang telah diajarkan dalam hukum Islam. 

2. Sebagai pelaku penyedia jasa, memberikan pelayanan yang baik dan 

menjaga kepercayaan kepada pengguna jasa. Untuk pihak Lion Parcel 

sebaiknya lebih teliti dan hati-hati dalam pemenuhan hak yang diberikan 
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konsumen yang dapat merugikan bagi pengguna jasa. Dengan adanya 

pelayanan yang baik dan terpercaya dapat menjadikan kenyamanan untuk 

melakukan pengiriman barang. 

3. Teruntuk pengguna jasa harus memahami ketentuan dan syarat prosedur 

yang diberikan pihak penyedia jasa pengiriman barang. Sebaiknya apabila 

konsumen mengirimkan barang hendaknya dicek terlebih dahulu dalam 

melakukan pengiriman barang berharganya mengenai packingan yang sesuai 

dengan standar perusahaan, agar terhindari dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 
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